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BUPATI MALUKU BARAT DAYA 

PROVINSI MALUKU 

PERATURAN BUPATI MALUKU BARAT DAYA 

NOMOR 55 TAHUN 2023 

TENTANG 

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA 

TAHUN ANGGARAN 2023 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MALUKU.BARAT DAYA, 

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 Peraturan Dacrah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Maluku 

Barat Daya tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; 

Mengingat t L Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya di 

Propinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2008, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4877); 

2.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
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ublik Indonesia Nomor 4286); 

r 47, Tambahan 
Lembaran 

Negara ReP 

| un 2004 tentang Perben 

5 Tambahan
 Lembaran 

Negara 

. Perencan
aan Pemban 

un 2004 tentang Sistem 

- N“iuna] 

n 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Repup, 

daharaan Negara (Lembaran Negar, e 

Pub); Tahun 2003 Nomo! 

Republik Indonesia Nomor 43sg). 

Undang-Undang
 Nomor 1 Tah' 

Indonesia Tahun 
2004 Nomor 0 

Undang-Undang 
Nomor 25 Tah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 

Indonesia Nomor 44210); 

Undang-Undang Nomor 1 Tahu 

Daerah (Lembaran Negara Repul 

Republik Indonesia Nomor 6757); 
an Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 
' 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 587), sebagaimana telah beberapa kaji 

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang hubungan Keuangan Antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran 

4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 
o 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Negara Republik Indonesia Nomor 557) 

23 tentang Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Pem"imah 

n 20 
23 Nomor 4, Tambahan Lemb aran Ncga:a 

blik Indonesia Tahun 20 

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

Undang-Undang 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negari 

Republik Indonesia Nomor 4028); 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan an 

—l 
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13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 

tentang Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5340); 

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Ttahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 

4575); 

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah Kepada 

Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawab Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat, 

dan informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang 

Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi. 

Peraturan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomeor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 

106); 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42); 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata cara Evaluasi Rancangan 
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18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan " 
Pendapatan 

i 
tang Anggaran dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah 0 4 Peraturan Daerah ten' . 

Daerah tentang Penjabaran Anggari anPendapatan 

enteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahi e
 

Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi an! Beri i 

dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepa 'a aerah tentang P"njaba;an 

e Bena aa an a Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 528 

un 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Mente 
1 Peraturan M 

Anggaran Pendapatan dan Bel anja Daerah (Ben’t 
g8 Pi 1 

! I 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hit 

Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggar: i 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang 

an Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah 

Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011tentang Pedoms 

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja Daersh 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Noor 565); 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi 

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); S 

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan 
Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungiawaban Dana Operasional (Berita Negara Republk 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Angga 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; 
Peraturan Daerah Kabupaten Maluky Barat D 
Pengelolaan Keuangan Daerah, aya Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokek 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MALUKU BARAT DAYA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 

Pasal 1 

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksudkan dengan : 

i. Bupati adalah Bupati Maluku Barat Daya; 

2. Daerah adalah Kabupaten Maluku Barat daya; 

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan 

tahunan daerah yang ditetapkan dengan perda; 

4, Pendapatan daerah adalah semua hak daerah berupa uang yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan 

bersih periode tahun anggaran berkenaan; 

5. Belanja daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai 

kekayaan bersih dalam periode tahun berkenaan; 

6. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar Kembali dan/atau pengeluaraan yang akan 

diterima Kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya; 

7. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya discbut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan 

dan pengeluaraan anggaran selama 1 (satu) periode anggaran; 

8. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak 

Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah; 

9. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan Dasar yang merupakan 

Urusan Pemerintah Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal 

10. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau 
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12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

ihak lain schingga Daerah tersebut dibebanij ke“’fljiban . 

Ml 

tuhan pembangunan Prasarang 4 

ilai ari 
menerima manfaat yang bernilai uang dari p 

membayar Kembali; 
danai kebu 

Dana C);dangan adalah dana yang disisihkan untuk ment S 

a 
, 

tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) 
: N 

sarana Daerah yang h yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan . 

i adalah semua hak daeral 
il SEb 

i | 

Pendapatan Asli Daerah kenaan yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, 4, 

dalam periode tahun anggaran berkena: B AAA aa 
) 

Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendap 
: 

Pendapatan Transfer atau Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari Pendapatan APBN yang 

dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam ran 

kepada Daerah yang terutang oleh 

gka pelaksanaan descntra]isaj‘ 

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib 

orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkabn Undang-Undang, dengan tigy 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnys 

kemakmuran rakyat. 

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas 

jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daersh 

untuk kepentingan orang pribadi atau Badan; 

Belanja pegawai adalah jenis belanja yang digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, antara lain berupa gaji dan tunjangan, tambahan 
pcnghasilan‘ Pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala 

Z:;;a]:/‘ztinx;p ::; Dja:::h;;n;::tir‘ :e.munguta.n pajak da«?rah dan retribusi daerah, dan honorarium; 

barang/jasa yang nilai e bflm?]a yang digunakan untuk menganggarkan pengadaa 
8/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 . (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang 8ke 

diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak k , uk barang/j 
etiga, antara lain berupa belanja barang pakai habis, 
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bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa 

rumah/gedung/gudang/ parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan 

kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari- 

hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa 

konsultansi, jasa ketersediaan pelayanan (availability payment), lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja 

lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, 

belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa 

pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian 

uang yang diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat; 

18. Belanja hibah adalah jenis belanja yang diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, 

badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang 

berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan 

tidak mengikat, serta tidak secara terns menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

19. Belanja bantuan sosial adalah jenis belanja yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan 

berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya 

tidak secara terns menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya 

resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; 

20.Belanja operasi adalah jenis belanja yang digunakan untuk menganggarkan Kegiatan sehari-hari 

Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, antara lain: belanja pegawai, belanja barang dan 

jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan social; 

21.Belanja modal adalah jenis belanja yang digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan 

dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya; 
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digunakan untuk pengeluaran anggaran atas gy, 
8 ja yan anja ¥ Pcngcmbahan atas kelebihan pemba, i, 

desak serta 
luan men 

M 
1 

22, Belanja tidak terduga adalah jenis be 

untuk keadaan darurat termasuk keperl 
mnya, 

Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumny: 
sk pengeluaran Hang e Pemenmah i 

: kan un! 
. ang diguna! 

P R bEIaI::n);atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa, ani 

nnya 
l&xa 

kepada Pemerintah Daerah lai 

belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan; 

Pasal 2 

un Anggaran 2023 semula sebesar Rpl'071-'116.l74_5710 
ji ah 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah T 
| 

88 0 sehingga menjadi Rpl.112.019.770.185,00 dengan rincian sebzg 

bertambah sebesar Rp40.903.595.514,0 

berikut: 

1. Pendapatan daerah 

a. Semula 
Rp1.021.208.014.550,00 

b. Bertambah/ (berkurang) _ Rp6.878.668.459.00 - 

Rp1.028.086.683.009,00 
Jumlah Pendapatan daerah setelah perubahan 

2. Belanja daerah 

Rpl1.071.116.174.671,00 a. Semula 

Rp40.903.595.514,00 b. Bertambah/(berkurang) 

Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rpl.1 12.019.770.185,00 

3, Pembiayaan daerah 

a. Penerimaan pembiayaan 

1) Semula Rp71.792.085.200,00 
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2) Bertambah/(berkurang) Rpl05.817.012.255,00 

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp34.024.927.055,00 

b. Pengeluaran pembiayaan 

1) Semula Rp21.883.925.079,00 

2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00 

Jumlah pengeluaraan pembiayaan setelah perubahan Rp21.883.925.079,00 

Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan Rp83.933.087.176,00 

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp0,00 

Pasal 3 

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaiamana dimakskud 

dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya terdiri. dari: 

Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok Jenis, 

Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 

Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, 

Program Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, 

Belanja, dan Pembiayaan; 

Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah; 

Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial; 

Lampiran V Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, 
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T R R SR RN A N A R 

Belanja dan Pembiayaan; dan — Pertambangan . 
inyak Bumi angan Miny! . 

6. Lampiran VI — Rincian DBH-SDA Pertambangi as Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, 
Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gi 

Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, 
Organisasi, Program, Kegiatan, 

j Pembiayaan; . Pendapatan, Belanja dan Pe nfrastuktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, i inci, Tambahan | . i o j 7. Lampiran VIl Rmcl“.n Pa::‘gram Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek 
Organisasi, Pro, , , 

Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan, 

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan 

Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD danRancangan Peraturan Kepala 

Daerah tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara. 

8. Lampiran VIII 

Pasal 4 

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Maluku Barat Daya ini. 

Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang di 
dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan 
perundang-undangan 

itetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut 
kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan 
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Pasal 6 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, 

memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah. 

Ditetapkan di Tiakur 

Pada tanggal, 17 Oktober 2023 

BUPATLMALUKU BARAT DAYA 

THOMAS NOACH 

Diundangkan di Tiakur 
Pada tanggal, 17 Oktober 2023 

Pj. SEKRETARIS DAERAH 

PATEN MALUKU BARAT DAYA 

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TAHUN 2023 NOMOR 55 AHUN 2023 
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